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ABSTRAK 

 

Rudi Yanto Lubis (2022) :  Kewajiban Nafkah Bagi Suami Yang Di Penjara 

Terhadap Istri Menurut Hukum Islam (Studi 

Kasus Di  Kecamatan Hutaraja Tinggi 

Kabupaten Padang Lawas) 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya masalah yang timbul di 

Kecamatan Hutaraja Tinggi dan mungkin terjadi juga di tempat lain yakni; 

terdapat ketidakseimbangan dalam pemenuhan hak dan kewajiban antara suami 

dan isteri yang disebabkan suami terjerat dengan perbuatan pelanggaran hukum 

sehingga harus menjalani hukuman di Penjara. Fokus penelitian ini: Bagaimana 

cara suami yang dipenjara dalam memenuhi nafkah zahir istri di Kecamatan 

Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas. Bagaimana kendala pelaksanaan 

kewajiban nafkah zahir bagi suami yang dipenjara di  Kecamatan Hutaraja Tinggi 

Kabupaten Padang Lawas. Bagaimana pelaksanaan kewajiban nafkah zahir bagi 

suami yang dipenjara terhadap istri menurut hukum Islam. 

Penelitian ini bersifat penelitian lapangan (fiel research)  dengan metode 

deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Hutaraja Tinggi 

Kabupaten Padang Lawas. Dalam mengumpulkan data dilakuan dengan cara 

wawancara kepada istri yang suaminya dipenjara. 

Hasil penelitian menunjukkan: Cara suami memberikan kewajiban nafkah  

zahir istri yang dilakukan oleh para suami yang terpidana di Kecamatan Hutaraja 

Tinggi Kabupaten Padang Lawas dua orang pasangan suami istri yang terpidana 

nafkah  zahirnya terpenuhi dengan cara: Istri menjalankan usaha yang dibangun 

oleh suami yaitu berupa Warung, Suami tetap mempekerjakan orang di kebun 

karet dan sawit yang ditinggalkannya dan hasilnya cukup untuk memenuhi nafkah  

istri dan anak-anaknya. Kemudian empat orang pasangan suami istri lainya tidak 

terpenuhi nafkah zahirnya dikarenakan suaminya bukan orang mapan dan hanya 

meninggalkan sedikit harta dan mereka harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan 

sehari-hari. Kendala Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Zahir Bagi Suami Yang 

Dipenjara di  Kecamatan Hutaraja Tinggi  para suami yang terpidana jelas 

mendapatkan berbagai macam kendala, bahkan sangat sulit untuk menunaikan 

kewajiban nafkah materinya kepada para istri. Pelaksanaan Kewajiban Nafkah 

Zahir Bagi Suami Yang Dipenjara Terhadap Istri Menurut Hukum Islam 

dijelaskan dalam firman Allah swt dan Hadits Rasulullah, dan juga berdasarkan 

analogi hukum Islam, bahwa kewajiban nafkah bagi suami yang terpidana tetap 

wajib namun Islam menentukan ketetapan nafkahnya berdasarkan hal yang 

ma‟ruf.  

 

Kata Kunci : Kewajibhan, Nafkah, Suami Yang Di Penjara, Menurut Hukum 

Islam. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Setiap orang yang memasuki pintu gerbang kehidupan berkeluarga 

harus melalui pintu perkawinan. mereka tentu menginginkan tercipta keluarga 

atau rumah tangga yang bahagia sejahtera lahir dan batin serta memperoleh 

keselamatan hidup dunia dan akhirat, apabila dapat tercapai maka hal  yang 

seperti inilah disebut sebagai keluarga yang sakinah. Dari keluarga yang 

tentram seperti ini lah kelak akan terwujud masyarakat yang rukun, damai 

serta makmur materil serta spiritual.
1
 

Awal dari kehidupan berkeluarga adalah dengan melaksanakan 

perkawinan sesuai dengan ketentuan agama dan peraturan perundangan yang 

berlaku.
2
 Islam bukan saja agama yang mengatur peribadatan manusia pada 

tuhannya. Namun Islam juga mengatur sendi-sendi rumah tangga dan 

kehidupan sosial masyarakat karena itu pernik-pernik kehidupan rumah 

tangga pun juga dijelaskan dan dituntunkan olehnya. 

Perkawinan merupakan salah satu perikatan yang telah disyariatkan 

dalam Islam. Hal ini dilaksanakan untuk memenuhi perintah Allah agar 

manusia tidak terjerumus ke dalam perzinaan. Perkawinan adalah ikatan lahir 

batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan 

tujuan membentuk dan mewujudkan kehidupan keluarga (rumah tangga) yang 

                                                     
1
 Departemen Agama RI, Membina Keluarga Sakinah, (Jakarta: Direktorat Urusan 

Agama Islam, 2005), Cet ke- 1, h.1 
2
 Ibid 
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bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
3
 

Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi 

manusia untuk berproduksi, berkembang biak, dan melestarikan 

kehidupannya setelah masing-masing pasangan siap melaksanakan perannya 

yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.
4
 

Didalam Islam fiqh yang mengatur hal ihwal perkawinan ini disebut 

fiqh munakahat.Munakahat itu termasuk dalam lingkup muamalat dalam 

artian umum. Yang mengatur hubungan antara sesama manusia. Masuknya 

munakahat itu kedalam lingkup muamalat karena ia memang mengatur 

hubungan antara suami dengan istri dan antara keduanya dengan anak-anak 

yang lahir, dalam kehidupan keluarga menurut keridhaan Allah. Dengan 

demikian kajian tentang perkawinan ini begitu luas karena menyangkut hal 

ihwal hubungan-hubungan tersebut, menurut yang dikehendaki oleh agama 

Islam.
5
 Nikah atau perkawinan adalah Sunnatullah para hamba-hambanya. 

Dengan perkawinan Allah menghendaki agar mereka mengemudikan bahtera 

kehidupan.  

Namun demikian, Allah SWT tidak menghendaki perkembangan 

dunia berjalan sekehendak yang diinginkan oleh manusia. Oleh sebab itu 

diaturnyalah naluri apapun yang ada pada manusia dan dibuatkan untuknya 

prinsip-prinsip dan undang-undang, sehingga kemanusiaan manusia tetap 

utuh, bahkan semakin baik, suci dan bersih. Demikianlah, bahwa segala 

                                                     
3
 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: CV. Akademika pressindo, 1995), 

Cet. Ke 2, hlm. 114. 
4
 Abdul Rahman, Fiqh Munakahat, Cet. 1 (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 11. 

5
 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh, ( Jakarta : prenada media, 2003 ), cet. Ke-1 hlm 76 . 
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sesuatu yang ada pada jiwa manusia sebenarnya tidak pernah terlepas dari 

didikan Allah.
6
 

Hukum Islam ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara 

perorangan maupun secara masyarakat, untuk hidup di dunia maupaun di 

akhirat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan tercapainya 

kesejahteraan keluarga yang sejahtera, karena keluarga merupakan kelompok 

terkecil dalam masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat sangat 

tergantung pada kesejahteraan keluarga. Islam mengatur keluarga bukan 

secara garis besar tetapi sampai terperinci. Keluarga terbentuk melalui 

perkawinan, kerena itu perkawinan sangat dianjurkan oleh Islam bagi yang 

telah mempunyai kemampuan.
7
 

Apabila seorang anak manusia laki-laki yang merasa dirinya telah 

memiliki kemampuan serta telah meminang seorang wanita dan 

melangsungkan pernikahan, setelah dilaksanakan akad maka jelaslah sudah 

bahwa sang istri telah menjadi tanggung jawab suami. Agama mewajibkan 

suami memberi nafkah kepada istrinya. Dengan adanya ikatan perkawinan 

yang sah menjadikan seorang istri terikat semata-mata untuk suaminya dan 

sebaliknya, suami bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhannya, 

memberi belanja kepadanya selama ikatan sebagai suami istri masih terjalin 

dan istri tidak durhaka, atau ada hal-hal lain yang menghalangi pemberian 

                                                     
6
 Ibrahim Muhammad Al-Jamal, Fiqh Wanita, terjemah. Anshori Umar, (Semarang: CV. 

Asy-Syifa`, 1986), Cet. Ke-1, h. 358 

7
.  Departemen Agama RI, Ilmu Fiqh, (Jakarta: Dirjen Bimbaga Islam, 1984/1985), Cet, 

ke-2, Jilid II, h.57 
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nafkah.
8
 Kalangan ulama Madzhab Hanafi berpendapat bahwa suami wajib 

memberi nafkah kepada istri karena ruang gerak istri telah terbatasi untuk 

mengabdi kepada suami. Sedang menurut jumhur alasannya karena ia 

menjadi istri.
9
 

Yang dimaksud dengan nafkah disini adalah memenuhi kebutuhan 

makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan istri. Hak inilah 

kreteria idealnya nafkah yang harus diberikan seorang suami kepada istri jika 

memang dia orang yang mapan secara materi, dan memberi nafkah hukumnya 

adalah wajib menurut al-Qur‟an, sunnah dan ijma‟. 

Nafkah sudah menjadi ketetapan Allah atas para suami, bahwa mereka 

wajib menunaikannya kepada istri-istri mereka, baik masih dalam hubungan 

suami istri maupun telah diceraikan selagi masih dalam masa „iddah. 

Sebagaimana firman Allah Ta‟ala: 

            

Artinya:  “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan 

oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu 

kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”.(Q.S. al-Baqarah: 

241)
10

 

 

Syari‟at Allah SWT tentang nafkah ini tetap berlaku sampai dengan 

terjadinya perceraian benar-benar antara suami istri sesudah dijatuhkannya 

talak. 

                                                     
8
. Tihami, Sohari sahrani, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2013), hlm. 163. 
9
 . Abu Malik Kamal, Shahih Fikih Sunnah, jilid 3, terjemah. Khairul Amru, (jakarta : 

Pustaka Azzam, 2007), Cet. Ke-2, h. 316 

10
 Departemen Agama RI, Al-Quran Dan Terjemah, (Bandung: CV. Jumanatul Ali-Art, 

2005), h. 40 
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Selanjutnya Allah SWT berfirman: 

                       

                            

                          

                          

                              

            

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun 

penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan 

kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu 

dengan cara ma´ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut 

kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita 

kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, 

dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin 

menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan 

permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika 

kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa 

bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. 

Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha 

Melihat apa yang kamu kerjakan”(Q.S. al-Baqarah: 233).
11

 

 

“Rezki” yang dimaksud dalam ayat ini ialah makanan secukupnya, 

“pakaian” ialah baju atau penutup badan, dan “makruf” yaitu kebaikan sesuai 

dengan ketentuan agama, tidak berlebihan dan tidak pula berkekurangan.
12

 

Diharapkan bagi seorang laki-laki yang mampu dan memiliki istri dari 

keluarga yang mampu pula, maka ia harus memberi nafkah sesuai dengan apa 

                                                     
11

 Ibid., h.38 
12

 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Terjemah. Nor Hasanuddin dkk, (Jakarta: Pena Pundi 

Aksara, 2007), Cet Ke-2, h. 54 
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yang dikomsumsi oleh orang yang mampu pula. Istri juga berhak untuk diberi 

pakaian yang dipakai oleh orang-orang yang mampu dinegara tersebut. 

Mengenai tempat tidur dan perlengkapan rumah tangga lainnya juga sama 

harus seperti apa yang dipakai oleh orang-orang yang mampu selevelnya di 

negera tersebut.   Sedangkan bagi wanita yang miskin dan memiliki suami 

yang miskin pula berhak untuk mendapatkan makanan, pakaian, dan tempat 

tinggal sebagaimana wanita yang sederajat dengannya di negara tersebut. 

Maksudnya ialah sebagai mana pendapat imam Syafi‟i bahwa batas 

minimal nafkah yang harus diberikan suami kepada istrinya adalah apa yang 

biasa berlaku di negeri keduanya. Apabila yang biasa berlaku bahwa 

umumnya wanita seperti dirinya mesti memiliki pembantu maka hendaknya 

suami mengusahakan pembantu bagi istrinya, minimal satu orang. Sedangkan 

batas minimal nafkah yang harus diberikan suami kepada istrinya adalah 

sebanyak dimana badan seseorang tidak dapat tegak bila diberi makan kurang 

dari itu. 

Apabila istri menjalankan segala kewajibannya seperti tidak berbuat 

maksiat, menjaga dirinya sendiri dan harta suaminya, menjauhkan diri dari 

segala perbuatan yang tidak disenangi oleh suaminya, menjaga anak-anak dan 

mengatur rumah tangganya dengan baik. Dan suami pun juga melaksanakan 

kewajibannya serta mencukupi tanggung jawabnya dengan memberi nafkah 

kepada istri dan keluarganya dengan baik, maka semua anggota keluarga akan 

merasakan bahwa rumah bagaikan surga baginya. Dalam hal itu pada 

kenyataan saat ini dalam kehidupan berumah tangga terdapat berbagai macam 
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permasalahan yang harus dihadapi seorang suami sebagai kepala keluarga 

dengan tetap mempertahankan kehidupan keluarga. Pada masa sekarang ini, 

tuntutan kehidupan dalam berkeluarga yang semakin berat dalam memenuhi 

kebutuhan kehidupan terkadang membuat seorang suami melakukan sebuah 

tindakan kekeliruan didalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan 

keluarganya, yang kekeliruan ini sangat tidak dibenarkan, dalam tindakan 

seorang suami mencari nafkah, saat bekerja terkadang seseorang suami 

melakukan kekhilafan dan kesalahan yang dilakukan secara sengaja maupun 

tidak sengaja, sehingga tindakan ini masuk ke dalam tindakan pelanggaran 

hukum dan membuatnya menjadi terpidana sehingga wajib menjalani 

hukuman yang kemudian disebut dengan narapidana. 

Di sisi lain ketika para suami melakukan suatu tindakan pelanggaran 

hukum yang membuat mereka menjadi narapidana, maka ada beban dan tugas 

yang baru bagi sang istri yaitu bagaimana mereka mempertahankan rumah 

tangganya dalam keadaan suami yang sedang menjalani masa hukuman. 

Tugas mereka ini menjadi sangat berat, selain sebagai ibu rumah tangga yang 

harus mengurus anak-anaknya mereka juga berperan sebagai kepala keluarga 

yang harus memikirkan kelangsungan hidup keluarganya. 

Beruntung bagi seorang istri dari narapidana yang sudah dalam 

keadaan mapan atau banyak memiliki harta sehingga sang istri tidak terlalu 

bersusah payah memikirkan cara untuk mencari uang, tetapi bagi istri dari 

narapidana yang kehidupan ekonominya susah maka merekapun harus 

bekerja mencari nafkah.  
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Pada keadaan seorang suami yang sedang menjalani hukuman sebagai 

narapidana maka selama istrinya tidak mendurhakai (nusyuz) terhadap suami, 

dan suami pun tidak menjatuhkan talak atau menceraikannya maka hubungan 

mereka masih tetap sah sebagai suami istri, dan istri masih terikat hanya 

kepada suaminya serta suami masih bertanggung jawab terhadap istrinya dan 

keluarganya.  

Dalam keadaan menjalani hukuman di dalam penjara yang mana 

segala gerak-gerik dari narapidana tersebut sangatlah terbatas, dan masih 

memiliki tanggung jawab menafkahi istri yang dikarenakan merekapun masih 

sah sebagai suami istri, dan juga anak-anaknya, maka ini menjadi sebuah 

permasalahan yang dihadapi seorang narapidana terhadap kewajiban 

pelaksanaan nafkah. 

 

Salah satu masalah yang timbul di Kecamatan Hutaraja Tinggi dan 

mungkin terjadi juga di tempat lain yakni; terdapat ketidakseimbangan dalam 

pemenuhan hak dan kewajiban antara suami dan istri yang disebabkan suami 

terjerat dengan perbuatan pelanggaran hukum sehingga harus menjalani 

hukuman di Penjara. 

Masalah tersebut membuat suami mendadak tidak bisa memenuhi 

kewajibannya karena ia harus menjalani hukuman di Penjara. Tentu hal ini 

akan menimbulkan permasalahah baik dalam beban moril maupun materil. 

Isteri yang merupakan makhluk Allah yang begitu lemah dan lembut, 

terpaksa harus menghadapi beban ini tanpa sosok suami yang sudah diberi 

kelebihan untuk melindungi dan membimbingnya. 
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Oleh sebab itu masalah ini perlu diteliti guna mengetahui bagaimana 

sebenarnya hukum nafkah bagi suami terhadap isterinya apabila dalam hal ini 

suami di Penjara. Untuk mengetahui hal tersebut, perlu mengkaji bagaimana 

secara hukum islam dan perlu  dilakukan wawancara terhadap istri yang 

suaminya dipenjara bagaimana yang ia alami. 

Berdasarkan paparan di atas, bagaimanakah cara melaksanakan 

kewajiban nafkah sebagai seorang suami selama menjadi narapidana lalu 

bagaimana pandangan hukum Islam terhadap fenomena ini. 

Guna mengetahui lebih lanjut tentang permasalahan di atas, penulis 

akan melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul: 

“KEWAJIBAN NAFKAH BAGI SUAMI YANG DIPENJARA 

TERHADAP ISTRI MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI 

KECAMATAN HUTARAJA TINGGI KABUPATEN PADANG 

LAWAS)”. 

 

B. Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini agar tidak melebar ke pokok permasalahan lain 

dan lebih terarah, maka peneliti memberi batasan yaitu pelaksanaan 

kewajiban nafkah zahir suami yang masuk penjara terhadap istri menurut 

hukum islam (studi kasus Di Kecmatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang 

Lawas) 2020-2021. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang telah 

dipaparkan di atas, maka permasalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana cara suami yang dipenjara dalam memenuhi nafkah zahir istri 
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di Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas? 

2. Bagaimana kendala pelaksanaan kewajiban nafkah zahir bagi suami yang 

dipenjara di  Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas ? 

3. Bagaimana pelaksanaan kewajiban nafkah zahir bagi suami yang dipenjara 

terhadap istri menurut hukum Islam? 

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui cara pelaksanaan kewajiban nafkah zahir bagi suami 

yang dipenjara  di  Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas. 

2. Untuk mengetahui kendala pelaksanaan kewajiban nafkah zahir suami 

yang dipenjara di Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas.  

3. Untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban nafkah zahir bagi suami yang 

dipenjara  menurut hukum Islam . 

E. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini, yaitu; 

1. Sebagai bahan kepustakaan bagi perpustakaan Fakultas Syariah dan 

Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

2. Sebagai sumbangan atau kontribusi ilmiah dalam penelitian Hukum Islam. 

3. Untuk memperdalam kajian tetang kewajiban nafkah zahir suami yang 

dipenjara kepada istri. 

4. Untuk mengetahui cara suami yang dipenjara dalam menafkahi istri di 

Kecamatan Hutaraja Tinggi.  

5. Sebagai tambahan informasi bagi masyarakat terutama bagi seorang istri 

yang suaminya dipenjara.  
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F. Sistematika Penulisan 

Untuk terarahnya penulisan penelitian ini, maka penulis membagi 

penulisan ini dalam beberapa bab, yaitu : 

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan 

penelitian dan sistematika penulisan. 

Bab II Tinjauan pustaka, yang meliputi kerangka teoritis, pengertian 

nafkah, bentuk-bentuk nafkah, dasar hukum Wajib nafkah, 

syarat- syarat menerima nafkah, Kadar Nafkah, hal-hal yang 

menghentikan wajib nafkah, apabila suami mengalami kesulitan 

dan kajian terdahulu. 

 

Bab III      Metode Penelitian, Lokasi Penelitian, Subjek dan Objek 

Penelitian, Populasi dan Sampel, Sumber Data, Metode 

Pengumpulan Data, Metode Analisis Data dan Metode Penulisan 

Bab IV Hasil penelitian dan pembahasan Gambaran umum penelitian. 

Yang terdiri dari Gmabaran umum kecamatan Hutaraja Tinggi, 

Letak Geografis, kependudukan, Sarana peribadatan, Sarana 

Kesehatan Dan Rata-rata Produktivitas. 

Yang meliputi : 

1. Upaya Pelaksanaan kewajiban nafkah zahir bagi suami yang 

dipenjara terhadap istri di Kecamatan Hutaraja Tinggi 

Kabupaten Padang Lawas. 
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2. Faktor penghambat pelaksanaan kewajiban nafkah bagi 

suami yang dipenjara terhadap istri di Kecamatan Hutaraja 

Tinggi Kabaupaten Padang Lawas. 

3. kewajiban nafkah bagi suami yang dipenjara menurut 

hukum Islam. 

Bab V  Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kerangka Teoritis 

Salah satu kewajiban seorang suami ialah memberi nafkah kepada istri. 

Nafkah istri adalah tanggung jawab seorang suami selaku orang yang telah 

dipasrahi setelah ijab qabul itu terucap. Dalam ajaran islam, memberi nafkah 

kepada istri baik secara lahir maupun batin hukumnya wajib. Status suami 

bukan hanya menjadi pelengkap atas kesendirian seorang istri, tetapi 

pelengkap juga atas kebutuhan istri.
13

 

Akad perkawinan merupakan sumber yang menyebabkan lahirnya hak 

dan kewajiban suami istri. Hak dan kewajiban suami isteri berlangsung selama 

mereka terikat dengan akad. Perkawinan tidak hanya terikat kepada manusia 

di hadapan Tuhannya, akan tetapi juga mengikat kepada hukum yang berlaku 

di mana ia bertempat tinggal.
14

 

Telah di jelaskan pada bagian latar belakang bahwa di Kecamatan 

Hutaraja Tinggi terdapat keluarga yang sumber pencari nafkah utamanya 

(suami) harus mendekam di penjara. Hal ini tentu akan menimbulkan 

permasalahan di dalam rumah tangganya. Karena bagaimana mungkin ia dapat 

menjalankan kewajibannya sementara ia tidak bisa kemana-mana bahkan tidak 

bisa bertemu dengan keluarganya. Oleh sebab itu masalah ini perlu diteliti 

guna mencari bagaimana solusi terbaik dalam menyelesaikan masalah ini 

dengan cara mengkaji menurut hukum islam. 

                                                     
13

 Khalifi Elyas Bahar Akibat-Akibat Fatal Durhaka Kepada Istri (Jogjakarta; Diva Press 2013) h. 

15 
14

 Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum  Adat Dan Hukum  Nasional, 

h. 175-176. 
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1. Pengertian Nafkah  

Nafkah menurut bahasa (Etimologi) berasal dari bahas Arab yaitu 

dari kata infaq, yang merupakan isim masdarmajid dari infaqa, Yunfiqu, 

Infaaqotan, yang berarti membelanjakan. Sedangkan menurut para ulama 

fiqh, nafkah mengandung beberapa pengertian, antara lain: 

a. Syaeikh Ibrahim Bajuri, menyebutkan bahwa kata nafkah diambil dari 

kata infaq, yang berarti “Mengeluarkan”. Dan menurutnya kata nafkah 

ini tidak digunakan kecuali untuk kebaikan.
15

. 

b. Menurut Abur Rahman al-Jaziri, “nafkah secara kebahasaan adalah 

mengeluarkan dan membayarkan. Seperti perkataan “ saya 

menafkahkan ternak” apabila ternak itu telah keluar dari pemiliknya 

dengan menjual atau merusaknya. Maka apabila ia katakan, “saya 

menafkahkan benda ini, niscaya habis terjual”
16

 

c. Wahbah al-zuhaili, menjelaskan bahwa “ nafkah menurut istilah dalam 

ungkapan para fuqaha‟, adalah belanja (biaya hidup) yaitu makanan 

saja. Karena mereka me-ngathaf-kan kepada pakaian al-Kaswat dan 

tempat tinggal al-Sakanu”.
17

 

Sedangkan menurut istilah, para ulama‟ tidak berbeda pendapat 

dalam memberi definisi akan tetapi yang berbeda dalam redaksinya. 

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Muhammad bin Ismail al-Kahlani : 

                                                     
15

 Syaeikh Ibrahim Bajuri, Hasyiah al-Bajuri, (Semarang: Toha putra, tth). Cet. 1, hlm. 

185 
16

 Abur Rahman al-Jaziri, Kitab al-Fiqh „Ala Madhzah al-Arba‟ah, Juz. IV. (Mesir: 

Maktabah at-Tijariati kubra, 1969), Cet. 2, hlm. 553. 
17

 Wahbah al-zuhaili, al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhu, jilid 7. (Damsik : Dar al-Fikr, 1989). 

Cet ke2, hlm 789. 
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“Nafkah itu merupakan sesuatu yang diberikan oleh manusia 

dalam hal apa yang dibutuhkannya sendiri atau yang dibutuhkan oleh 

orang lain, yang berupa makanan, minuman, dan selain keduanya,,”
18

 

 

Dari beberapa pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

nafkah itu adalah sesuatu yang dibelanjakan oleh seseorang untuk dirinya 

sendiri atau untuk orang lain yang berhak menerimanya, baik berupa 

makanan, minuman, pakaian, perumahan dan lain sebagainya. Semua 

kebutuhan tersebut, berlaku menurut keadaan. 

2. Bentuk-bentuk Nafkah 

Nafkah yang secara umum kita kenal adalah harta yang berupa 

makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang diberikan kepada orang yang 

wajib diberinya. Adapun bentuk-bentuk nafkah menurut siapa yang wajib 

mengeluarkannya dan siapa yang menerimanya terbagi kepada lima orang, 

yaitu:
19

 

a. Nafkah istri. Memberikan nafkah oleh suami kepada istri telah menjadi satu 

kelaziman dan merupakan kenyataan umum atau menjadi adat dalam 

masyarakat sampai sekarang. Kewajiban suami terhadap istri dan anak-

anaknya diantaranya ialah menyediakan sandang, pangan, dan papan.Oleh 

karena itu suami wajib mencari  dan memenuhi nafakah keluarganya. 

Sebagaimana firman Allah SWT: 

                                                     
18

 Said Imam Muhammad bin Ismail al -Kahlani, Subulus Salam (terj). (Surabaya: al-

Ikhlas, 1992), Cet 2, hlm. 335. 
19

 Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza‟iri, Minhajul Muslimin, terjemah Musthafa Aini dkk, 

(Jakarta: Darul Haq, 2006), Cet. ke-1 hlm. 556. 
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Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua 

tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan 

penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian 

kepada para ibu dengan cara ma´ruf. Seseorang tidak 

dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. 

Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena 

anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun 

berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih 

(sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan 

permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan 

jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka 

tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan 

pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada 

Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang 

kamu kerjakan:
20

 ( al-Baqarah: 233) 

 
Menjadi kewajiban suami untuk memberi nafkah istri menurut 

yang ma‟ruf (patut). Adapun yang dinamakan patut disini adalah apa 

yang biasa dimakan oleh penduduk negeri dimana ia tinggal, baik 

berupa gandum, jagung, beras dan lainnya. Suami tidak dibebani 

untuk memberi nafkah selain makanan pokok yang umum selain di 

negeri ia tinggal. Sedangkan pakaian dan lauk pauk disesuaikan pula. 

                                                     
20

 Departamen Agama, op, cit.,hlm. 38 
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Jika laki-laki tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya, 

maka keduanya dapat dipisahkan.  Kewajiban seorang laki-laki 

meberikan nafkah kepada seorang wanita apabila ia telah mengikat tali 

pernikahan dengannya dan tidak ada lagi halangan baginya untuk 

masuk menemui istrinya. 

Nafkah terhadap seorang istri dihentikan, jika ia 

membangkang, atau tidak mengizinkan suami menggaulinya. Hal itu 

karena nafkah adalah konpensasi menikmatinya, sehingga jika seorang 

suami tidak diizinkan menikmati istrinya maka nafkahnya secara 

otomatis dihentikan. 

b. Nafkah wanita yang ditalak ba‟in sejak masa iddahnya jika hamil. 

Orang yang wajib memberinya nafkah adalah suami yang 

mentalaknya. Hal itu berdasarkan firman Allah SWT: 

                 

                      

                       

             

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat 

tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu 

menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. 

Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang 

hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga 

mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-

anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, 

dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) 

dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka 

perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya n.”( 

Ath-Thalaq: 6)
21

 

                                                     
21

 bid., hlm 560 
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c. Nafkah orang tua, dan orang yang wajib memberinya nafkah adalah 

anaknya. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT: 

                          

 

Artinya: Shibghah Allah. Dan siapakah yang lebih baik shibghahnya 

dari pada Allah? Dan hanya kepada-Nya-lah kami 

menyembah (al-Baqarah: 138)
22

 

 

Nafkah orang tua dihentikan, jika ia telah kaya, atau anak yang 

menafkahinya jatuh miskin, sehingga ia tidak mempunyai sisa uang 

dari makanan sehari-harinya, karena Allah tidak membebani 

seseorang kecuali dengan apa yang Allah karuniakan kepadanya. 

d. Nafkah anak. Orang yang wajib memberinya nafkah adalah adalah 

bapaknya. Hal ini sesuai berdasarkan firman Allah SWT: 

                       

               

Artinya: Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang 

belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam 

kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok 

kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil 

harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik 

(An-Nissa: 5). 

 

Kewajiban memberi nafkah ada pada bapak bukan pada ibunya, 

baik ibunya telah bersuami atau pun telah ditalak. Dengan demikian, 

diketahui bahwa pemberian nafkah tidak seperti hukum warisan, 

karena sesungguhnya ibu termasuk ahli waris, kewajiban untuk 

                                                     
22

 Ibid. 
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memberi nafkah dan penyusuan dibebankan kepada bapak bukan 

kepada ibu.
23

 

Nafkah terhadap anak laki-laki dihentikan jika ia telah baligh 

dan nafkah terhadap anak perempuan dihentikan jika ia telah menikah. 

Tapi dikecualikan bagi anak laki-laki yang telah baligh, jika ia 

menderita sakit atau gila, maka nafkah terhadapnya tetap masih 

menjadi tanggungan orang tuanya (Bapaknya). 

e. Nafkah budak, orang yang wajib memberikannya nafkah adalah 

majikannya, hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SWT: 

عن خيثمو، قال: كنا جلوسا مع عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما ، إذ 
و، فدخل، فقال: أعطيت الرقيق قوتهم ؟ قال: لا. قال: جاءه قهر مان ل

فانطلق ، فاعطهم. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحبس عن 
 من يملك قوتو

Artinya: “Diriwayatkan dari Khaitsamah, ia berkata :kami pernah 

duduk bersama Abdullah bin Amru r.a, tiba-tiba datanglah 

pembantunya, lalu masuk kedalam rumah. Kemudian 

Abdullah bin Amru bertanya kepada Khaitsamah, 

“sudahkah kau memberi makan budak itu?: Khaitsamah 

menjawab “belum.” Kata Abdullah bin Amru mengatakan, 

Raulallah SAW pernah bersabda, Cukuplah dosa ”. 

seseorang karena tidak memberi makan budaknya 

(pembantunya).
24

” 
 

Para budak yang laki-laki maupun yang perempuan, apabila 

ditahan untuk melakukan sesuatu pekerjaan, maka pemiliknya 

berkewajiban memberi nafkah atasnya dan memberi pakaian menurut 

yang makruf (patut). Yakni memberi nafkah yang biasa diberikan 

                                                     
23

  Imam Syafi‟I, Ringkasan Kitab Al-Umm, jilid 3-6, Terjemah Muhammad Yasir 

(Jakarta:Pustaka Azzam,2007) cet.ke-3 hal.440 
24

 Imam al-Munziri, Ringkasan Hadits Shahih Muslim , terjemah Ahmad Zaidun, 

(Jakarta: Pustaka Azzam, 2003), cet. Ke- 2, h. 492 
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kepada para budak dinegeri itu dan dapat mengenyangkan manusia 

golongan biasa.
25

 

Seorang muslim wajib menjaga silahturrahmi dengan para 

kerabatnya, baik dari jalur bapaknya maupun dari jalur ibunya. Jika 

salah seorang dari mereka membutuhkan makanan, pakaian atau 

tempat tinggal, maka ia wajib memberinya makan dan rumah jika 

hartanya lebih. Di dalam pelaksanaannya, hendaklah ia memulai 

dengan kerabatnya yang paling dekat dan seterusnya.
26

 Berdasarkan 

sabda Rasulullah SAW: 

الَْيَدُ  :عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزاَمٍ رَضِيَ اُلله عَنْوُ عَنِ النَّبِِّ صَلَّى اُلله عَلَيْوِ وَسَلَّمَ قاَلَ 
 ، دَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنًى رُ الصَّ فْلَى، وَابْدَأْ بِنَْ تَ عُوْلُ، وَخَي ْ رٌ مِنَ الْيَدِ السُّ الْعُلْيَا خَي ْ

وُ اللهُ، وَمَنْ يَسْتَ غْنِ   يُ غْنِوِ اللهُ  وَمَنْ يَسْتَ عْفِفْ يعُِفَّ
Artinya :  “Dari Hakim bin Hizam Radhiyallahu anhu, dari Nabi 

Shallallahu „alaihi wa sallam , Beliau Shallallahu „alaihi wa 

sallam bersabda : Tangan yang di atas lebih baik daripada 

tangan yang di bawah. Dan mulailah dari orang yang 

menjadi tanggunganmu. Dan sebaik-sebaik sedekah adalah 

yang dikeluarkan dari orang yang tidak membutuhkannya. 

Barang siapa menjaga kehormatan dirinya maka Allah akan 

menjaganya dan barang siapa yang merasa cukup maka 

Allah akan memberikan kecukupan kepadanya.” (HR.Imam 

Al-Bukhâri (no. 1427)
27

 

 

3. Dasar Hukum Nafkah  

Dalam sebuah keluarga, yang menjadi pencari nafkah adalah 

seorang suami. Suami berkewajiban memberikan nafkah kepada keluarga 

dengan nafkah yang halal dan didapatkan dengan cara yang halal pula. 

Ada berbagai macam dasar hukum dalam pemberian nafkah kepada 
                                                     

25
 Ibid. 

26
 Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza‟iri, op, cit., hlm. 568 

27
 Zianuddin Ahmad az-Zubaidi, Sahih Bukhari, (terj), (Semarang: Toha Putra, 2007) cet 

ke-2, hlm. 388. 
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keluarga yang dibebankan kepada seorang suami dan pekerjaan rumah 

dibebankan kepada seorang istri.
28

 

Seorang istri berhak mendapatkan jaminan kebutuhan hidup 

tertentu dari suaminya.
29

 Adapun dasar hukum kewajiban menafkahi isteri 

ini ditetapkan dengan dasar hukum al-Qur‟an, Sunnah. Ijma‟ dan 

pertimbangan logika. 

Dasar hukum dari al-Qur‟an antara lain: 

Firman Allah SWT: 

                                

                         

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut 

kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya 

hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah 

kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang 

melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah 

kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan (Q.S: 

ath-Thalaq : 7).
30

 

 

             Ayat di atas tidak memberikan ketentuan yang jelas dan pasti 

mengenai berapa besarnya ukuran nafkah seorang suami kepada istri baik 

berupa batas maksimal maupun batas maksimal. Tidak adanya ketentuan 

yang menjelaskan berapa ukuran secara pasti. 

 

Firman Allah SWT: 
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Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun 

penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan 

kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu 

dengan cara ma´ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut 

kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita 

kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, 

dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin 

menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan 

permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika 

kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada 

dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut 

yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah 

bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan (Q.S: al-

Baqarah:233)
31

 

 
Sementara, dasar hukum kewajiban memberikan nafkah dari 

sunnah antara lain: 

عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء 
 النسائي(إثما انيضيع من يقوت. )رواه 

 

Artinya: “Dari Abdullah bin Umar r.a beliau berkata: “Rasulullah  Saw, 

bersabda” : “cukuplah orang berdosa karena menyia-nyiakan 

orang yang seharusnya dia berikan makan padanya.
32
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Mengenai ijma‟ ulama dalam masalah ini, banyak ahli ilmu yang 

menyebutkan kesepakatan para ulama atas kewajiban suami untuk 

memberikan nafkah kepada istri selama ia masih taat Kepadanya, kecuali 

jika ia membangkang.
33

 

Sedangkan dalil rasionalnya bisa dikemukakan sebagai berikut, 

jika harus tunduk dan setia seutuhnya pada seorang laki-laki yaitu 

suaminya, dalam hal ini tentu ia tidak bisa bekerja dan beraktivitas yang 

menghasilkan keuntungan materi karena harus berkosentrasi melaksanakan 

kewajiban terhadap suaminya, maka menjadi sebuah kewajaran bahkan 

keharusan jika suami menafkahi istrinya.  

Adapun nafkah yang dimaksud dalam surat ath-Thalaq ayat 7 dan 

al-Baqarah ayat: 233 ini adalah semua yang telah diketahui oleh 

kebanyakan orang dalam sebuah masyarakat dan yang telah mereka 

jadikan adat dan terjadi secara berulang-ulang. 

Agama mewajibkan suami memberi nafkah kepada istrinya. 

Dengan adanya ikatan perkawinan yang sah, seorang istri menjadi terikat 

ahanya kepada suaminya dan menjadi hak miliknya karena suami berhak 

menikmatinya selama-lamanya. Istri wajib taat kepada suaminya, menetap 

dirumahnya, mengatur rumah tangganya, memilihara dan mendidik anak-

anaknya. Sebaliknya, suami berkewajiban memenuhi kebutuhannya dan 

memberi nafkah kepadanya selama ikatan suami istri masih berlangsung 
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dan istri tidak durhaka atau karena ada hal-hal lain sehingga istri tidak 

berhak diberi nafkah. 

Hak ini berdasarkan kepada kaidah umum, setiap orang yang 

menahan hak orang lain atau kemanfaatannya, ia bertanggung jawab 

memberinya nafkah.
34

 

Hadits – hadits diatas menjadi dalil kewajiban nafkah atas 

manusia kepada orang yang seharusnya menjadi tanggungan nafkahnya. 

Sesungguhnya dia tidak berdosa kecuali karena dia tidak memberikan 

nafkah kepada orang yang wajib dia nafkahi. Dalam hadits itu 

diungkapkan sangat berdosa, dengan menetapkan dosa itu sudah cukup 

melebihi setiap dosa-dosa yang lain. Orang-orang yang wajib dia nafkahi 

dan berhak mendapat nafkah ialah orang–orang yang termasuk 

keluarganya (istrinya), anak-anaknya, dan hamba sahaya atau pembantu 

rumah tangga yang artinya mereka tertahan haknya sehingga wajib diberi 

nafkah.
35

 

Seseorang berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya, baik 

si istri untuk kesenangan dirinya secara khusus. Selama istri tidak menolak 

untuk dicampuri oleh suaminya, maka suami berkewajiban memberi 

nafkah kepada istrinya dalam keadaan bagaimanapun. Baik istri dalam 

keadaan sehat, sakit, berada didekat suami atau ditempat yang jauh. Jika 

suami menceraikan istrinya dan ia masih memiliki kesempatan untuk rujuk 

maka, ia berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya selama iddah, 
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karena tidak ada yang menghalangi wanita itu untuk halal dinikahi oleh 

orang lain kecuali suaminya.
36

 

Jika seseorang telah terikat hubungan pernikahan dengan seorang 

wanita yang pada dasarnya layak untuk dicampuri meski belum mencapai 

usia baligh, wanita itu tidak menolak bila suami masuk ketempatnya, atau 

keluarga wanita itu membiarkan suaminya berduaan dengannya, dan istri 

tidak menolak pula untuk masuk ketempat suaminya, maka dalam kondisi 

demikian wajib bagi suami memberi nafkah kepada istrinya sebagaimana 

wajibnya nafkah istri atas suami bila keduanya telah bercampur, karena 

suami telah membatasi ruang gerak wanita itu. Demikian pula apabila 

seorang seorang laki-laki yang masih kecil menikah dengan wanita 

dewasa, maka laki-laki ini harus memberi nafkah kepada istrinya, karena 

ia telah membatasi  gerak sang istri. 

Apabila pasangan suami istri sama-sama telah baligh, lalu wanita 

menolak apabila suamiya masuk ketempatnya, atau keluarga wanita itu 

yang mencegah suami untuk menemuinya karena suatu sebab atau untuk 

memperbaiki keadaannya, maka dalam hal ini tidak ada kewajiban bagi 

suami untuk memberi nafkah pada istrinya. Suami tidak berkewajiban 

memberi nafkah bila terhalang unttuk masuk ke tempat istrinya, kecuali 

bila halangan itu datang dari pihak suami sendiri. 

Apabila istri menolak untuk masuk ketempat suaminya lalu 

suaminya pergi meninggalkannya, maka tidak ada kewajiban bagi suami 
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memberi nafkah kepada istrinya hingga ia kembali dan istri sudah bersedia 

untuk bertemu dengannya, meskipun kepergiannya berlangsung dalam 

jangka waktu yang cukup lama. Kecuali apabila banyak keluarga istri 

mengirim berita kepada si suami agar datang dan dipersilahkan masuk 

untuk menemui istrinya, maka dalam hal ini suami dibebani kewajiban 

nafkah sejak kabar itu sampai kepadanya, atau sejak si istri berjalan 

menuju ketempat suaminya.
37

 

Oleh karena hak istri atas suami adalah mendapatkan nafkah dan 

hak suami atas istri adalah mendapatkan pemenuhan kebutuhan seksual, 

dimana masing-masing dari keduanya memiliki hak dan kewajiban, maka 

terdapat kemungkinan suami tidak dapat menahan istrinya untuk melayani 

kebutuhan seksualnya, menghalangi istri untuk dijamin oleh laki-laki lain, 

dan mencegahnya pergi kemana ia sukai di negeri itu disaat suami tidak 

memiliki apa yang dapat diberikan sebagai nafkah atas  istrinya. Ada pula 

kemungkinan apabila suami tidak mampu menafkahi istrinya, maka istri 

diberi hak memilih antara tetap bersama suaminya atau berpisah. Jika istri 

memilih berpisah, maka ini adalah perpisahan yang tidak melalui jalur 

thalak.
38

 

Apabila seorang tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya, 

maka ia diberi tenggangan waktu selama tiga hari, kemudian istri diberi 

kebebasan untuk memilih antara tetap bersama suami atau berpisah. Jika 

istri memilih untuk tetap bersama suaminya, maka hal itu boleh baginya. 
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Kemudian apabila ia tidak mampu dan menuntut untuk berpisah akibat 

tidak mendapatkan nafkah, maka ia kembali diberi tenggang waktu selama 

tiga hari dan setelah itu ia boleh berpisah dengan suaminya,  karena 

keputusannya memilih untuk tetap tinggal bersama suaminya merupakan 

pemberian maaf darinya atas apa yang telah lalu dan ini dibenarkan. 

Jika seorang laki-laki menikahi wanita lalu ia tidak mampu 

memberikan mahar, maka boleh bagi istrinya untuk tidak masuk ke tempat 

suaminya hingga suami menyerahkan mahar dan istri berhak mendapatkan 

nafkah dalam masa tersebut, bila si istri berkata kepada suaminya “jika 

engkau datang membawa mahar, maka aku akan menyerahkan diriku 

padamu”.
39

 

Apabila seorang laki-laki telah dukhul dengan istrinya, namun ia 

tidak mampu memberinya mahar, maka wanita ini tidak diberi hak untuk 

berpisah dengan suaminya, sebab ia telah ridha untuk didatangi oleh 

suaminya tanpa mahar. Demikian pula istri tidak boleh menolak ajakan 

suaminya selama ia diberi nafkah. Masuknya istri ketempat suami sebelum 

mahar dibayar adalah bentuk keridhaannya bila mahar itu masiih 

tanggungan suaminya. 

Pertama kali yang diwajibkan kepada manusia untuk memberi 

adalah memberi nafkah kepada istrinya. Maka, diwajibkan kepada suami 

untuk memberi nafkah istrinya baik berupa makanan, pakaian, tempat 

tinggal atau hal-hal yang mengandung maslahat lainnya. 

Allah SWT berfirman: 
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Artinya: Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) 

tiga kali quru´. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang 

diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada 

Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya 

dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki 

ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan 

kewajibannya menurut cara yang ma´ruf. Akan tetapi para suami, 

mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan 

Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana ( Q.S al-Baqarah: 

228)
40

 

 

Syekhul Islam Ibnu Taimiyyah berpendapat bahwa ayat 228 surat 

al- Baqarah menyangkut semua hak yang dimiliki oleh seorang istri dari 

suaminya. Yang dimaksud dalam hal ini adalah semua yang telah diketahui 

oleh kebanyakan orang dalam sebuah masyarakat dan yang telah mereka 

jadikan adat dan terjadi secara berulang-ulang.
41

 Jika suami bakhil, tidak 

memberikan nafkah yang secukupnya kepada istrinya atau tidak 

memberikan nafkah tanpa alasan-alasan yang dibenarkan syara‟, istri 

berhak menuntut jumlah nafkah tertentu baginya untuk keperluan makan, 

pakaian dan tempat tinggal, hakim boleh memutuskan berapa jumlah 

nafkah yang berhak diterima istri serta mengharuskan kepada suami untuk 
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membayarnya jika tuduhan-tuduhan yang dilontarkan istri kepadanya itu 

ternyata benar.
42

 

Istri berhak mengambil sebagian dari harta suaminya dengan cara 

baik-baik guna mencukupi keperluannya sekalipun tidak setahu suaminya, 

karena dalam keadaan seperti ini, suami telah mengabaikan kewajiban 

yang sebenarnya menjadi hak istrinya. Seseorang yang mempunyai hak 

boleh mengambil haknya sendiri jika ia dapat melakukannya. Alasannya 

ialah riwayat Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Daun dan Nasa‟i dari Aisyah, 

“sesungguhnya, Hindun berkata, „Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu 

Sufyan seseorang laki-laki yang kikir. Dia tidak memberikan kepadaku apa 

yang menjadi keperluanku dan anakku dalam kehidupan sehari-hari 

kecuali aku menghambil sebahagian dari hartanya tanpa sepegetahuannya.‟ 

Rasulullah menjawab, „Ambillah apa yang mencukupi keperluan kamu dan 

anak kamu dengan cara yang baik.‟”
43

 

Dari ilustrasi Hadits di atas, maka dapat dipahami bahwa kewajiban 

memberikan nafkah kepada istri oleh suami tidak dilakukan secara 

terangterangan, melainkan juga secara sembunyi-sembunyi. Artinya apabila 

suami tidak memberikan nafkah, maka istri berhak mengambil harta suaminya 

untuk keperluan hidup dengan kadar secukupnya.
44 

Hadits ini menunjukkan bahwa jumlah nafkah diukur menurut 

kebutuhan istri dengan ukuran yang makruf, yaitu ukuran yang standar 

bagi setiap orang disamping memperhatikan kebiasaan yang berlaku pada 
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kelaurga istri. karena itu, jumlah nafkah berbeda menurut zaman, tempat, 

dan keadaan individunya. Diharapkan bagi seorang laki-laki yang mampu 

dan memiliki istri dari keluarga yang mampu pula, maka ia harus memberi 

nafkah sesuai dengan apa yang dikonsumsinya oleh orang yang mampu 

pula. Istri juga berhak untuk diberi pakaian yang dipakai oleh orang-orang 

yang mampu di negara tersebut. Mengenai tempat tidur dan perlengkapan 

rumah tangga lainnya juga sama harus seperti apa yang dipakai oleh orang-

orang yang mampu selevelnya di negara tersebut. Sedangkan bagi wanita 

yang miskin dan memeliki suami yang miskin pula berhak untuk 

mendapatkan makanan, pakaian dan tempat tinggal sebagaimana wanita 

yang sederajat dengannya dinegara tersebut. 

Diwajibkan bagi laki-laki yang penghasilannya cukup dan memiliki 

istri yang sederajat dengannya atau laki-laki miskin yang memiliki istri 

dari wanita keluarga kaya atau sebaliknya, untuk memberi nafkah setengah 

kadar nafkahnya orang yang kaya (paling mampu)  dengan kadar orang 

yang paling tidak mampu (yaitu nafkah orang miskin) sesuai dengan adat 

dan kebiasaannya karena kondisi ini paling layak untuk keduanya. Dan, 

bagi suami dianjurkan untuk memenuhi kebutuhan istrinya, baik untuk 

merawat kebersihannya seperti minyak wangi, sabun, serta air untuk 

makan. Minum, mandi dan bersih-bersih. 

Semua yang disebutkan diatas hanya diperuntukkan bagi seorang 

istri yang masih ada dalam tanggung  jawabnya. Sedangkan, bagi seorang 

istri yang sudah diceraikan suaminya dan masih dalam masa iddah dari 
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talak yang bisa rujuk kembali, maka suami tetap wajib memberikannya 

nafkah selama dalam masa iddah, sebagaimana kedudukan seorang istri 

yang sah. Karena, bagaimanapun statusnya ia tetap sebagai istri.  

Batasan minimal nafkah yang harus diberikan suami kepada 

istrinya ialah apa saja yang biasa berlaku dinegeri keduanya. Apabila 

(seumpama) yang biasa berlaku bahwa umumnya wanita seperti istrinya 

mesti memiliki pembantu, maka hendaknya suami mengusahakan 

pembantu bagi istrinya, minimal satu orang. Sedangkan batas minimal 

nafkah yang harus diberikan suami pada istrinya adalah sebanyak dimana 

badan seseorang tidak dapat tegak bila diberi makan kurang dari itu. 

Jumlah tersebut adalah satu mud setiap hari dengan standar mud Nabi 

SAW yang terdiri dari makanan pokok dimana suami istri berada, sehingga 

dalam sebulan seluruhnya berjumlah 30 mud, dan bagi pembantu istrinya 

serupa dengan itu. Dan juga minimal di ushakan istri setiap bulan 

mendapat empat kerat daging, setiap jum‟at diberikan satu kerat. 

Ditetapkan pula untuk istri jenius pakaian yang biasa digunakan oleh 

wanita di negerinya. 

Apabila suami berkecukupan boleh baginya memberi nafkah untuk 

istrinya sebanyak dua mud makanan dalam sehari, dan memberikan pula 

lauk pauk serta daging melebihi dari apa yang telah disampaikan.
45

  

Apabila seorang laki-laki telah dukhul dengan istrinya kemudian 

menghilang dengan tujuan apa saja, lalu si istri menuntut nafkah atas 
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dirinya seraya bersumpah bahwa suaminya tidak pernah memberinya 

nafkah, kemudian ditetapkan nafkah baginya dari harta suaminya dengan 

cara menjual barang miliknya bila tidak ditemukan uang tunai, maka jika 

suaminya datang dan menunjukkan bukti atau si istri mengaku telah 

menerima nafkah dari suaminya maupun dari orang lain atas nama 

suaminya, kemudian ia (istri) mengambil harta suami selain yang 

diberikan itu, maka suami berhak menuntut ganti kepada istrinya sebanyak 

yang ia ambil diluar nafkah yang diberikan kepadanya. Bila suami 

meninggalkan istri dalam masa yang cukup lama, dan istrinya tidak 

menuntut biaya tapi tidak pula membebaskan suami dari kewajiban 

memberi nafkah, kemudian ia (istri) menuntut nafkahnya, maka nafkah 

ditetepkan untuknya dihitung sejak kepergian suaminya.
46

 

4. Syarat- Syarat Menerima Nafkah 

Syarat- syarat istri berhak menerima nafkah suami:
47

 

a. Telah terjadi akad perkawinan yang sah. 

b. Telah menyerahkan dirinya kepada suaminya. 

c. Suaminya dapat melakukan senggama dengannya. 

d. Istri menurut untuk pindah, sekiranya suami menginginkan. 

e. Kedua belah pihak normal dalam melakukan hubungan seksual. 

Jika salah satu dari syarat-syarat ini tidak terpenuhi, ia tidak wajib 

diberi nafkah. Jika ikatan perkawinannya tidak sah, bahkan batal, suami 

istri tersebut wajib bercerai untuk mencegah timbulnya bencana yang tidak 

dikehendaki. 
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Begitu juga istri yang tidak mau menyerahkan dirinya kepada 

suaminya atau suami tidak dapat menikmati dirinya atau istri enggan 

pindah ketempat yang dikehendaki suaminya, dalam keadaan seperti ini 

tak ada kewajiban nafkah. Hal ini dimungkinkan karena penahanan yang 

dimaksud sebagai dasar hak penerimaan nafkah tidak dapat diwujudkan. 

Hal ini sama halnya dengan seorang pembeli yang tidak wajib 

membayar harga barang jika si penjual tidak mau menyerahkan barangnya 

atau penjual hanya mau menyerahkan barangnya di satu tempat tertentu 

saja dan tidak mau ditempat lain.
48

 

Nabi Muhammad SAW, menikah dengan Aisyah dan baru tinggal 

setelah dua tahun kemudian. Beliau tidak memberi nafkah kepada Aisyah 

kecuali setelah beliau tinggal serumah dengannya. 

Jika seorang perempuan yang masih kecil dan belum dapat 

disetubuhi, tetapi dia telah berada dalam naungan suaminya (telah 

dinikahi), menurut pengikut maliki dan pendapat terkuat dari mazhab 

Syafi‟i, dia tidak wajib diberi nafkah karena suami tidak dapat 

menikmatinya dengan sempurna sehingga istri tidak berhak mendapatkan 

ganti berupa nafkah. Mereka berpedapat, jika istri telah dewasa, sedangkan 

suami masih dibawah umur, istri wajib memperoleh nafkah. Hal ini karena 

diri istri, dapat dinikmati, sedangkan suami, tidak dapat melakukannnya 

dengan sempurna. Jadi, istri berhak mendapat nafkah sebagaimana kalau ia 

telah menyerahkan dirinya kepada suaminya yang telah dewasa, tetapi 

suami tersebut melarikan diri darinya. Menurut fatwa golongan Hanafi, 

jika istri yang masih kecil tinggal serumah dengan suaminya, dengan 
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tujuan agar suami dapat menyesuaikan perasaannya, ia wajib mendapatkan 

nafkah karena suami rela menerima kekurangan dari pergaulan suami istri 

seperti ini. Akan tetapi, kalau suami tidak tinggal serumah dengan istri 

yang msih kecil ia tidak berkewajiban memeberi nafkah kepadanya 

Jika seorang istri menderita sakit keras sehingg tidak dapat 

disetubuhi oleh suaminya, ia wajib mendapatkan nafkah. Sangat tidak adil 

jika istri yang sakit tidak berhak menerima nafkah. Termasuk kategori 

hukum sakit, jika kemaluan istri sempit, tubuhnya kurus kerempeng, dan 

mendarita cacat yang dapat menghalangi hubungan seks suami istri. 

Begitu juga halnya jika suami itu bertabiat kasar atau kemaluannya 

buntung atau dikebiri atau sakit berat sehingga tidak dapat menggauli 

istrinya atau dipenjara karena utang atau karena suatu kejahatan.  Dalam 

keadaan seperti ini istri tetap berhak mendapatkan nafkah. Hal ini karena 

pihak istri masih tetap dapat memberi kenikmatan kepada suaminya, tetapi 

kesalahan terletak pada pihak suami. Hilangnya kesempatan ini bukanlah 

kesalahan istri, melainkan suami yang tidak dapat memenuhi hak 

istrinya.
49

 

Apabila seseorang tidak mampu untuk memberikan nafkah kepada 

istrinya maka ia diberi tenggang waktu selama tiga hari, kemudian istri 

diberi kesempatan untuk memilih antara tetap bersama suami atau 

berpisah. Jika istri memilih untuk tetap bersama suaminya, maka hal itu 

boleh baginya. Kemudian jika ia tidak mampu dan menuntut untuk 

berpisah akibat tidak mendapatkan nafkah, maka ia kembali diberi 

tenggang waktu selama tiga hari dan setelah itu ia boleh berpisah dengan 
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suaminya, karena keputusannya memilih untuk tetap tinggal bersama 

suaminya merupakan pemberian maaf darinya. Atas apa yang telah lalu.
50

 

Istri tidak berhak menerima nafkah jika ia pindah dari rumah 

suaminya ketempat lain tanpa izin suami yang dapat dibenarkan secara 

hukum berpergian tanpa izinnya atau melakukan ihram ibadah haji tanpa 

izinnya. Jika istri pergi dengan seizin suami atau melakukan ihram dengan 

izinnya tau pergi bersama-sama dengannya, hak nafkahnya tidaklah gugur 

karena ia tidaklah melakukan kedurhakaan dan tidak keluar dari 

genggaman suaminya. Begitu juga ia tidak berhak memperoleh nafkah bila 

mana ia menolak berhubungan dengan suaminya ditempat tinggal yang 

sama, padahal sebelumnnya ia tidak meminta pindah dari tumah tersebut 

ketempat lain yang tidak pernah ditolak oleh suminya. 

Akan tetapi, jika istri minta pindah, sedangkan suami menolak lalu 

istri menolak untuk dicampuri, hak nafkahnya tidak gugur. Begitu juga 

dengan istri yang dipenjara karena kejahatan atau karena tindakan 

kezaliman, ia tidak berhak menerima nafkah kecuali kalau ia dipenjara 

karena utang kepada suaminya. Sebab dalam hal ini, suami yang telah 

melepaskan haknya. Begitu juga jika istri diculik sehingga terjadi 

kerenggangan antara suami dan istri, ia tidak berhak menerima nafkah 

selama diculik.
51

 

Begitu juga dengan seorang istri yang keluar untuk bekerja 

sedangkan suaminya melarang, tapi ia tidak menghiraukannya, ia tidak 

berhak memperolah nafkah. Begitu juga istri yang tidak mau disetubuhi 

suaminya karena sedang puasa sunnah atau i‟tikaf sunnah. Dalam 
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keadaan-keadaan tersebut, istri tidak berhak memproleh nafkah sebab ia 

telah mengabaikan hak suaminya untuk menikmati dirinya secara hukum. 

Lain halnya jika mengabaikan hak suami tersebut dibenarkan oleh hukum, 

hak nafkahnya tidaklah gugur. Contohya, istri tidak mau taat kepada 

suaminya karena tempat tinggalnya tidak wajar atau suami tidak amanah, 

baik terhadap diri maupun harta istrinya.
52

 

5. Kadar Nafkah 

       Pada dasarnya, kadar nafkah yang wajib disesuaikan dengan keadaan 

(kesanggupan) suami. Para ulama tidak memberikan ukuran dan kadar 

nafkah itu, kecuali imam syafi‟i. Menurutnya, besar nafkah tersebut untuk 

yang kaya minimal dua mud (5/6 liter) per hari, bagi golongan menengah 

minimal satu mud. Nafkah ini berupa makanan pokok (yang 

mengenyangkan) yang berlaku di negeri yang bersangkutan. Apabila 

nafkah tidak diberikan oleh suami, di samping suami berdosa, menurut 

Imam Syafi‟i, Malik dan Hambali ia harus membayarnya dan itu 

merupakan utang baginya.
53

 

        Tidak ada jumlah tertentu untuk kadar nafkah bagi keluarga. Ini 

kembali kaepada kondisi masing-masing dan adat kebiasaan yang berlaku 

pada satu masyarakat atau apa yang diistilahkan oleh Al-Qur‟an dan 

Sunnah dengan urf yang tentu saja dapat berbeda antara satu masyarakat 

dan masyarakat yang lain serta waktu dan waktu yang lain.
54

 

           Para ulama telah sepakat mengenai masalah wajibnya nafkah, akan 
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tetapi mengenai kadar atau besarnya nafkah yang harus dikeluarkan, para 

ulama masih berbeda pendapat.
55

 

        Menurut Imam Hanafi, Maliki, dan Hambali bahwa mengqiyaskan 

nafkah dhahiriyah pada kafarat tentang kadar nafkahnya tidak diterima, 

karena nafkah ditetapkan tidak sama dengan kafarat. Kafarat sama 

banyaknya bagi orang kaya dan miskin, di dalam kafarat tidak 

memberikan lauk pauk, hanya beras dan gandum saja, sedangkan pada 

nafkah wajib memberikan lauk pauk dan dalam kafarat disyaratkan untuk 

mencukupi istrinya.
56

 

6. Hal-Hal Yang Menghentikan Wajib Nafkah 

Kewajiban nafkah atas suami dapat berhenti disebabkan hal-hal 

berikut: 

a. Isteri Durhaka 

Isteri  tidak  dapat  menuntut  hak  nafkah  terhadap  suaminya 

apabila    ia    nusyuz    (durhaka),    misalnya    ia    tidak    mengizinkan 

suaminya  menggaulinya,  menolak  pindah  kerumah  suaminya  tanpa 

sebab   syar‟i.
57    Hal   ini,   karena   nafkah   merupakan   imbalan   dari 

ketaatannya  terhadap  suami.  Sehingga  jika  suami  tidak  diizinkan 

menggauli isterinya atau isteri tidak mau patuh terhadap suaminya, maka  

secara  otomatis  kewajiban  nafkah  atas  suami  dihentikan  dan akan 

wajib kembali jika isteri tidak durhaka lagi.
58
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Ulama Zhahiriyah berpendapat bahwa isteri yang durhaka tidak 

gugur  haknya  dalam  menerima  nafkah.  Alasannya  ialah  nafkah  itu 

diwajibkan  atas  dasar  akad  nikah  bukan  pada  ketaatan.  Bila  suatu 

waktu   ia   tidak   taat   kepada   suaminya,   ia   hanya   dapat   diberi 

pengajaran,   atau   pisah   tempat   tidur   atau   pukulan   yang   tidak 

menyakiti
59

, sesuai dengan firman Allah Ta‟ala dalam surat  An-Nisa ayat 

34: 

                   

                        

                  

                            

          

Artinya:  isteri-isteri  yang  kamu  khawatirkan  akan  berbuat  nusyuz, 

hendaklah kamu  beri  nasihat  kepada mereka, tinggalkanlah 

mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) 

pukullah mereka. Tetapi  jika  mereka  menaatimu,  maka  

janganlah  kamu  mencari-cari alasan   untuk   menyusahkan   

mereka.   Sesungguhnya   Allah   Maha Tinggi dan Maha Besar.
60

 
 

b. Wanita Yang Selesai Masa Iddah (Talak Raj‟i) 

 
Nafkah  untuk  wanita  yang  ditalak  raj‟i  dihentikan  jika  

masa iddahnya telah habis, karena dengan selesainya masa iddah 

maka ia menjadi orang lain bagi suaminya. 
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c. Wanita Yang Ditalak Dalam Keadaan Hamil Dan Sudah Melahirkan. 

Nafkah  terhadap  wanita  yang  ditalak  dalam  keadaan  hamil 

diberhentikan   jika   ia   telah   melahirkan   bayinya,   tetapi   jika   ia 

menyusui    anaknya,    maka    ia    berhak    mendapatkan    upah    atas 

penyusuannya.
61  Sesuai dengan firman Allah Ta‟ala dalam surat ath- 

Thalaq ayat 6: 

          

                       

                       

             

Artinya: Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal 

menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan 

mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka 

(istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah 

kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian 

jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah 

imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara 

kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui 

kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) 

untuknya. 

 

7. Apabila Suami Mengalami Kesulitan 

     Ada   beberapa   pendapat   dikalangan   fuqaha   tentang   hal   

sulitnya seorang suami dalam memberikan nafkah kepada isterinya. 

Jumhur ulama selain Malikiyah mengatakan: gugurlah kewajiban nafkah 

yang wajib atas suami karena kesulitannya  (ketidakmampuannya), tetapi 
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nafkah tersebut menjadi   hutang   baginya   sampai   waktu   ia   

mempunyai   kesanggupan, karena ada firman Allah ta‟ala surat al-Baqarah 

ayat 280: 

                        

      

Artinya:  Dan  jika  (orang  yang  berutang)  dalam  kesulitan,  maka  

berilah tenggang waktu sampai ia berkelapangan.
62

 

 

Adapun Malikiyyah mengatakan: gugurlah kewajiban nafkah atas 

suami karena kesulitannya (ketidakmampuannya selama dalam masa 

sulitnya tersebut; maksudnya adalah tidaklah wajib nafkah tersebut baginya 

dan nafkah tersebut tidak menjadi hutang baginya sehingga tidak boleh bagi 

seorang isteri meminta kembali nafkah yang telah berlalu 

tersebut di mana suami berada dalam kesulitan. Hal ini berdasarkan firman 

Allah ta‟ala surat ath- Thalaq:7 

 

…            …     

 

Artinya:   Allah  tidak  membebankan  seseorang  melainkan  apa  yang 

Allah berikan kepadanya.
63

 

 

Dalam hal ini orang yang sulit adalah orang yang lemah untuk 

memberikan nafkah, dan isteri menjadi sukarela untuk menafkahkan sesuatu 

untuk dirinya selama masa sulit suami, maka apabila suami telah mampu 

wajiblah atasnya nafkah tersebut. 
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B. Kajian Terdahulu 

Untuk menghindari kesalahpahaman dan memperjelas permasalahan 

yang peneliti angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan 

penelitian dengan penelitian yang telah ada. Berdasarkan hal tersebut 

penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Istri (Studi 

Kasus Tentang Dinamika Hubungan Suami Istri Korban Banjir di Kampung 

Cienteng Kel. Baleendah Kec. Baleendah Kab. Bandung) penelitian ini 

dilakukan oleh Dhiyul Azhomatillah Maulana, skripsi tersebut memaparkan 

tentang pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri di pengaruhi oleh 

beberapa faktor, baik faktor sosial maupun faktor alam.
64

 

Skripsi  lainya  yang  berkaitan  dengan  masalah  ini  ialah  penelitian 

yang berjudul “Upaya Pemenuhan Nafkah Batin Terhadap Keharmonisan 

Rumah Tangga Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Teluk Dalam 

Banjarmasin).  Penelitian ini  dilakukan  oleh  Aisy Soraya, skripsi tersebut 

memaparkan tentang pelaksanaan pemenuhan nafkah batin suami terpidana 

terhadap istrinya.
65

 

Sedangkan penelitian yang akan peneliti paparkan mengenai 

“Kewajiban  Nafkah  Bagi  Suami  Yang  di Penjara  Terhadap  Istri Menurut 

Hukum Islam” ialah  memaparkan bagaimana cara suami yang dipenjara 

sebagai pencari nafkah dalam menafkahi istrinya dan bagaimana menurut 
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hukum islam. Dengan demikian, penelitian ini jelas berbeda dengan 

penelitian- penelitian sebelumnya. Sehingga hasil penelitian ini dapat menjadi 

pelengkap terhadap hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan 

dengan masalah yang akan diteliti. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
 

A. Metode Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini bersifat penelitian lapangan (fiel research) yang 

berlokasi di Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas. 

Penulis melakukan penelitian karena masalah yang akan diteliti ada di 

tempat tersebut. 

2. Subjek dan Objek Penelitian 

a. Subjek penelitian adalah para istri narapidana yang telah berkeluarga 

beragama Islam, berada di Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten 

padang lawas. 

b. Objek penelitian adalah upaya pelaksanaan kewajiban nafkah suami 

selama menjadi narapidana di Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten 

Padang Lawas. 

3. Populasi dan Sampel 

Populasi penelitian ini diambil dari seluruh istri yang suaminya 

dipenjara di Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas yang 

beragama islam yaitu sebanyak 6 (enam) orang, yang terdapat di 

beberapa Desa. di Desa Hutaraja Tinggi 1 (satu) orang, Desa Aliaga 1 

(satu) orang, Desa Sibodak sosa jae 2 (dua) orang, Desa Parmainan 1 

(satu) dan di Desa Lubuk bunut 1 (satu) orang.  Dikarenakan Populasi 

dalam penelitian ini sedikit  maka penetian ini adalah penelitian 

populasi.
66
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4. Sumber Data 

Untuk mengumpulkan data yang perlu dilakukan dalam 

penelitian, penulis menggunakan data primer dan data sekunder. 

a. Data Primer, adalah data yang diperoleh dari istri  yang suaminya 

dipenjara di Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas. 

b. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dengan melakukan studi 

pustaka dan bahan-bahan bacaan yang berhubungan dengan penelitian 

ini. 

5. Metode Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang valid dalam penelitian ini maka, 

metode yang penulis gunakan adalah : 

a. Observasi, yaitu dengan melakukan pengamatan langsung ke lokasi 

penelitian terhadap objek kajian. 

b. Interview, yaitu melakukan wawancara secara langsung dengan istri  

dari narapidana di Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang 

Lawas. 

6. Metode Analisis Data 

Setelah data yang diperlukan (baik dari lapangan atau 

kepustakaan) terkumpul, langkah awal adalah memilah-milah data 

tersebut. Langkah berikutnya adalah mengolah data tersebut dengan 

menggunakan metode kualitatif. 

7. Metode Penulisan 

Penulisan dalam penelitian ini dilakukan dalam tiga metode 

penulisan yaitu : 
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a. Deduktif, yaitu menggunakan kaedah-kaedah yang bersifat umum 

untuk diuraikan dan diambil suatu kesimpulan khusus. 

b. Induktif, yaitu dengan mengumpulkan fakta dan pernyataan yang 

berhubungan dengan masalah yang diteliti, kemudian diambil suatu 

kesimpulan yang bersifat umum. 

c. Deskriptif yaitu dengan acara mengumpulkan data-data lalu dianalisa 

sehingga dapat disusun dengan kebutuhan yang diperlukan dalam 

penelitian ini. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Dari hasil penelitian penulis maka skripsi yang berjudul Kewajiban 

Nafkah Bagi Suami Yang Di Penjara Terhadap Istri Menurut Hukum Islam 

(Studi Kasus di  Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas) ini, 

dapat diambil kesimpulasn sebagai berikut: 

1. Nafkah zahir yang diberikan oleh para suami yang terpidana di Kecamatan 

Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas setelah dilakukanya wawancara 

peneliti menemukan bahwa 2 orang pasangan suami istri yang terpidana 

nafkah zahirnya terpenuhi dengan cara: 

a. Istri menjalankan usaha yang dibangun oleh suami yaitu berupa 

Warung. Sehingga keuntungan yang didapat dari usaha tersebut bisa 

memenuhi kehidupan sehari-hari. 

b. Suami tetap mempekerjakan orang di kebun karet dan sawit yang 

ditinggalkannya dan hasilnya cukup untuk memenuhi nafkah  istri dan 

anak-anaknya. 

c. Mendapatkan bantuan dari saudara-saudara dan orang tua. 

d. Atas izin suami istri bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. 

                 Kemudian 4 orang pasangan suami istri lainya tidak 

terpenuhi nafkah zahirnya dikarenakan suaminya bukan orang mapan 

dan hanya meninggalkan sedikit harta dan mereka harus bekerja untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-hari. 
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2. Kendala Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Zahir Bagi Suami Yang 

Dipenjara di  Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas, maka 

para suami yang terpidana jelas mendapatkan berbagai macam kendala, 

atau bahkan sangat sulit untuk menunaikan kewajiban nafkah materinya 

kepada para istri. Diantara kendala yang ditemui pada suami yang 

terpidana pada umumnya dapat teratasi sebagai suami istri, dengan 

mencari solusi terhadap masalah keluarga mereka. 

3. Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Zahir Bagi Suami Yang Dipenjara 

Terhadap Istri Menurut Hukum Islam dijelaskan dalam firman Allah swt 

dan Hadits Rasulullah, dan juga berdasar kepada analogi hukum Islam,  

bahwa kewajiban nafkah bagi suami yang terpidana tetap wajib namun 

Islam menentukan ketetapan nafkahnya berdasarkan hal yang ma‟ruf yang 

biasa diberikan seorang suami kepada istrinya dan sangat disesuaikan 

dengan keadaan kedua belah pihak yaitu keadaan suami istri. Dan 

seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. 

 

B. Saran 

1. Kepada suami yang di penjara terutama yang beragam Islam, untuk tetap 

bertahan dan berjuang semaksimal mungkin yaitu sampai pada 

tinggakatan yang daya dan upaya sudah tidak bisa lagi dilakukan lebih 

dari itu, untuk terus mencari nafkah dan mempertahankan kehidupan 

rumah tangganya. 

2. Suami yang terpidana di Kecamatan Hutaraja tidak perlu mengemukakan 

amarah pada setiap permasalahan terutama pada permasalahan keluarga, 
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sikap ikhlas menjadi modal dasar yang utama, terutama seorang suami 

yang menjadi narapidana dan sedang dalam menjalani hidup bersama 

keluarganya. 

3. Harus ada kesabaran dalam menjalani lika-liku kehidupan, bahwa semua 

orang di dunia pasti pernah melakukan kesalahan, maka yang terbaik pada 

saat ini adalah membuka lembaran baru dan menatap masa depan yang 

lebih baik lagi dengan komitmen kuat untuk tidak mengulangi segala 

kesalahan yang pernah dilakukan demi kehidupan kita, istri dan keluarga 

yang lebih baik. 
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